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TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA

PEMALSUAN IDENTITAS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1.

Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” adalah melakukan
suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-
laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua
belah pihak, tidak hanya itu harus berdasarkan dengan dasar suka rela
dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan
hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman
dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.!

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan adalah
suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan
wanita untuk menghalalkan hubungan suami istri, dan berdasarkan suka
rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang
mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan

timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan

tAhmad Azhar, Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah, (Bandung: Al Ma’arif, 1997)



menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan
maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.?

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan
adalah hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban
bukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak
mereka.

a. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Pengertian Perkawinan yang terdapat di Undang — undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat di Pasal 1 yang
menjelaskan Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia
dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai
suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk
keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Rumusan arti perkawinan :

Dengan  “ikatan  lahir-batin”  dimaksudkan bahwa

perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan
lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya.

2| Ketut Atardi, 1987, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi
Yurisprudensi, Cet. Il, Setia Lawan, Denpasar, hal. 169.

3 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia indonesia, jakarta, 2000, him.
14.



Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat.
Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara
seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai
suami-istreri, dengan kata lain dapat disebut ‘“hubungan
formil”.
Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan
hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat
dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus
ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan
menjadi rapuh.
Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci
dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:
a. Adanya Ikatan Lahir Batin.
Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan
yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah
maupun batiniah antara seorang pria dan wanita,
bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan
lahir.
b. Antara Seorang Pria dan Wanita.
Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis
orang akan melangsungkan perkawinan haruslah
berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
menghendaki adanya keturunan.
c. Sebagai Suami Istri.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu

perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria



berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah
statusnya sebagai istri.

d. Adanya Tujuan.
Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai
ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan
haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal,
bukan untuk masa tertentu.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama
berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti
bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat
dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat
bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah
perkawinan bukanlah semata-mata masalah
keperdataan saja, melainkan juga masalah agama.
Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus
diperhatikan unsur-unsur agama.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Pengertian perkawinan di dalam KHI terdapat di pasal 2

yang mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang



sangat kuat atau miitsaaga ghaliidhan untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dapat disimpulkan dari penjelasan pengertian perkawinan
menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawianan adalah salah
satu perintah allah untuk dilakukan karena menjalankannya adalah

ibadah.

c. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga
mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk
keluarga bahagia”.*

Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian
yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk
waktu yang lama.®

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga
yang sangat populer dalam masyarakat, tetetapi sekaligus juga
bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan
tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan
abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan interpersonal.®

4 Riduan Syahrani, Seluk beluk Asas-asas hukum perdata, (Banjarmasin; PT. Alumni,

2006).

5 Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita.
® http://smktpi99.blogspot.com/2013 /01/pernikahan/15.html diakses pukul 11.34 WIB,

17 agustus 2016.



Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah
Sidiq, Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki
dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang
tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta
mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.’

Zahryp Hamid mengatakan pendapatnya bahwa perngertian
Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara
wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi
rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum
adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut

ketentuan syariat islam.®

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

1.

QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan

berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

" ABD. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)
Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2010.

8 ibid



HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara
kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia
menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan
pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang
belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena

sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

1.

UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk
melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi
dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah.”

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku
efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu
bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang
perkawinan beserta akibat hukumnya.

Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor
1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara
Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991
tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai — nilai hukum Islam di bidang

perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan



dengan perkawinan terdapat dalam buku | yang terdiri dari 19 bab
dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki
tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita
dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (hifzh al ‘irdh) agar
mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara
kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (hifzh an nasl) yang sehat
mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara
suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan
bersama.®

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan
perkawinan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar
mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang dan memelihara
kelangsungan kehidupan dan keturunan, mendirikan rumah tangga yang
penuh kasih sayang.

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :*°

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

® Hussein Muhammad, Figh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan
Gender),Yogyakarta : LKiS, 2007, him. 101

10 Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, Thya’ Ulumuddin, Beirut : Dar
al Fikr, tt, him. 27-36.



2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan
menumpahkan kasih sayangnya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan
dan kerusakan.

4. Menumbuhkan  kesungguhan untuk bertanggung-jawab
menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-
sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat
yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut
perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat,
dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.*

Dari kutipan tujuan perkawinan menurut Prof. Mahmud Junus
tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh
keturunan yang sah dan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan
hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga
dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di
dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan
ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan

masyarakat.?

11 Mahmud junus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : CV. Al Hidayah, 1964)

hal. 1.

27.

12 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Askara, 1996), hal.
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Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan
perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia
juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta memperoleh keturunan dan
mencegah perzinahan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam
adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan

hajat tabiat kemanusian.

2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Memperoleh keturunan yang sah.

4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki

penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab.

5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

rahmah (Keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih
sayang) (Qs. Ar Ruum Ayat 21).
6. lkatan perkawinan sebagai mitsagan ghalizan sekaligus

menaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan
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membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan
wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.*3

C. Asas Hukum Perkawinan

1. Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun

1974

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-

masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat

asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain :1*

1.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling
membantu melengkapi, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan materil.

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan
pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan

him. 7.

13 Mardani, bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 248.
4 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011,
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dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan.

Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya
apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum
dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang
suami dapat beristri lebih dari seorang.

Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih
dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila
dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh
pengadilan.

Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami
istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan  perkawinan, agar supaya  dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir
dengan perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan
sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara
calon suami istri yang masih di bawah umur, karena
perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah
kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran
yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan
antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab

batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk
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kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika
dibandingkan dengan batas umur yang lebih tingagi,
berhubungan dengan itu, maka Undang-Udang Perkawinan
ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria
maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun
bagi wanita.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka
Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar
tejadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus
ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah
N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri
bagi golongan luar Islam.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga
maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan

dan diputuskan bersama suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah

sebagai berikut:®

a. Asas sukarela.

15 Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta,

Bulan Bintang, him 31.
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Partisipasi keluarga.
Perceraian dipersulit.
Poligami dibatasi secara ketat.
Kematangan calon mempelai.

Memperbaiki derajat kaum wanita.

Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut

Undang-undang No. 1 tahun 1974 ada enam :

1.

o g ~ w

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal.

Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum
agama dan kepercayaan masing-masing.

Asas monogami.

Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
Mempersulit terjadinya perceraian.

Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

2. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Juga terdapat asas hukum di dalamnya,

berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam :

1.

Asas persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan
perkawinan.

Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI: Perkawinan
atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan
tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah

dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan
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Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu
persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai
maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Asas kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap
memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak
terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan
perkawinan).

Asas kemitraan suami-isteri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang
sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI).
Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan
penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79
KHI).

Asas untuk selama-lamanya.

Pasal 2 KHI akad yang sangat kuat untuk menaati perintah
Allah dan menjalankan ibadah.

Asas kemaslahatan hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah.

Asas Kepastian Hukum
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Pasal 5-10 KHI
Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah.
Isbath Nikah di Pengadilan Agama.
Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari
Pegawai Pencatat Nikah.
Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan
putusan Pengadilan.

Dari asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di atas

dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan terdiri dari :

Asas persetujuan

Asas kebebasan

Asas kemitraan suami-isteri
Asas untuk selama-lamanya
Asas kemaslahatan hidup
Asas Kepastian Hukum

ook whE

D. Rukun dan Syarat Perkawinan
1. Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah salah satu dari ibadah yang penting. Sangat
pentingnya, sampai-sampai Allah SWT mengabadikannya dalam Al-
Qur’an. Allah berfirman: “nikahilah kalian wanita yang bagus untuk
kalian, dua, tiga dan empat.” {QS. An-Nisa’: 3}. Untuk melaksanakan
perkawinan terdapat rukun yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun
adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Secara istilah

rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
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dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya
suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.®

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah
adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, dan
bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan atau lembaga yang
menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Rukun Perkawinan di atur di dalam pasal 15 Kompilasi Hukum
Islam, yang terdiri dari :*’

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam

2. Lak-laki

3. Jelas orangnya

4. Dapat memberikan persetujuan

5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya
5. Tidak terdapat halangan
c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki
2. Dewasa

3. Mempunyai hak perwalian

16 prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. Figih Munakahat. Jakarta, Kencana Prenada
Media, 2010, HIm.45-46.

17 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Prenada, 2004), hal.63.
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4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab gabul

3. Dapat mengerti maksud akad
4. lIslam

5. Dewasa

e. ljab Qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari
kedua kata tersebut

4. Antara ijab dan gabul bersambngan

5. Orang yang terkait ijab dan gabul tidak sedang ihram haji
atau umroh

6. Majelis ijab dan gabul itu harus dihadiri minimal empat
orang Yyaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari
mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk
melangsungkan perkawinan terdapat 5 (lima) rukun yang harus dipenuhi
adapun rukun tersebut adalah 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali
nikah, 4. Saksi nikah, 5. ljab gabul, hal ini berkaitan dengan sah atau
tidaknya suatu perkawinan.

Syarat — Syarat Perkawinan
a. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan

harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur didalam
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undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya
yang terdapat didalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 6 :

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon
mempelai

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat
izin kedua orang tua.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal
ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau
dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau
keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam
keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang
atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya,
maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan
orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal
ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 7 :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita
sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak
wanita.



3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau
kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4)
Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan
dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak
mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6),

Pasal 8 :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah
atau ke atas.

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya.

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri.

d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,
saudara susuan dan bibi/paman susuan.

e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih
dari seorang.

f) Mempunyai hubungn yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 :

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain
tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal
3 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-undang ini.

Pasal 10 :

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan
yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara
mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 :

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku
jangka waktu tunggu.

2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan
diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12 :
Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersendiri.

20
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Syarat-syarat perkawinan yang telah dijelaskan di atas dapat

disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

a.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua
orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya
telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya
telah meninggal dunia.

Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari
pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua
pihak pria maupun wanita.

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang
lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2
dan pasal 4.

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu
dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku

jangka waktu tunggu.

Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai

berikut :
Pasal 3
1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai
Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
perkawinan dilangsungkan.

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat
(2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan
oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon

mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5
Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan,

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila
salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan

juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

1.

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan
kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah
syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah
tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-
undang.

Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam

ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon
mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat
kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang
menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang
diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan
itu;

Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan,
pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam
Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila



salah seorang calon mempelai atau keduanya belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-
undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang
suami yang masih mempunya isteri;

Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7
ayat (2) Undang-undang;

Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau
dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi
perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon
mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan
oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon
mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena
sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan
kepada orang lain.

Pasal 7

1.

Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai
Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan
untuk itu.

Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan
perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau
belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6
ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera
diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang
tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8
Setelah  dipenuhinya  tatacara  dan  syarat-syarat

pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan,
Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman
tentang pemberitahuan  kehendak  melangsungkan
perkawinan  dengan cara menempelkan  surat
pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada
kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang
sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9
Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan

memuat :
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a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat
kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon
mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah
kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka
terdahulu ;

b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan

dilangsungkan.

Pasal 10

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak
pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawali
Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan
Pemerintah ini.

2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut

masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya
itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai
Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan
Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta
perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh

mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh
kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri
perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali
nikah atau yang mewakilinya.

3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka
perkawinan telah tercatat secara resmi.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal
12 UU No.1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan
Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat

syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
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a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus
memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat
Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu
akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari
sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat
dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang
tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama,
umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).

b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan
lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil
penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut
(Pasal 6-7).

c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat
Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara
lain:

Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon
pengantin.hari

tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan
(pasal 8-9)

d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh
yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu. Kedua calon ~mempelai
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menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai
pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka
perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan
dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu
lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan
Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan
(pasal 10-13).
b. Syarat — Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Lalu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat
perkawinan terdapat di pasal 14 terdiri dari:*8

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon suami, syarat-syaratnya:
1. Beragama islam

2. Lak-laki

3. Jelas orangnya

4. Dapat memberikan persetujuan

5. Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam
Perempuan
Jelas orangnya
Dapat dimintai persetujuannya

5. Tidak terdapat halangan
c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki

2. Dewasa

3. Mempunyai hak perwalian

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki

2. Hadir dalam ijab gabul

A own

18 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, log.cit.
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3. Dapat mengerti maksud akad

4. lIslam

5. Dewasa

e. ljab Qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari
kedua kata tersebut

4. Antara ijab dan gabul bersambngan

5. Orang yang terkait ijab dan gabul tidak sedang ihram
haji atau umroh

6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal
empat orang Yyaitu calon mempelai atau wakilnya,
wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

E. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang
menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah,
akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut
Soedaryo Soimin,S.H.: “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang
terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”.

“Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang
menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah
bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan
perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Mentri Agama
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan:”Apabila
pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut
hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan,

Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan
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pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat
batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.
Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1

Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam bab VI, pasal 22 sampai dengan
Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan
Pemerintah No0.9 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun
Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan
yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau
di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang
beragama Islam di lakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka
yang beragama non islam di Pengadilan Negeri.
. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan
perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya
menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-
pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya
yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal
isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-

pihak tersebut antara lain:



29

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami
atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri,
kakek atau nenek dari suami atau isteri.

b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif
permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau
dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat
mengajukan pembatalan perkawinan.

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum
diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut
dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)),
namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh
PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan
Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.

d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara
langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah
perkawinan tersebut diputuskan.

G. Alasan — Alasan Pembatalan Perkawinan
Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang
tedapat di pasal 22 menyebutkan Perkawinan dapat dibatalkan apabila para
pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan
pembatalan Perkawinan terdapat di dalam pasal 70 dan 71 Kompilasi hukum

Islam :
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Perkawinan batal apabila: (Pasal 70 KHI)

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak
melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang
istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak
raj'i.

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga
kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah
menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al
dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai
hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu
yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-
undang No. 1 tahun 1974 yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah
atau keatas

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan
saudara neneknya

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu
dan ibu atau ayabh tiri

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak

sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
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e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan
dari istri atau istri-istrinya.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila: (Pasal 71 KHI)

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan
Agama,

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih
menjadi istri pria lain yang mafqud;

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari
suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1
Tahun 1974;

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh
wali yang tidak berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

H. Akibat Pembatalan Perkawinan
Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan
perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai
rumusan berbeda. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.l Tahun 1974
menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.



32

2. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan
atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik
sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Pasal 75 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan

pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau
isterimurtad.

2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan

hukum antara anak dengan orang tuanya. Seharusnya di dalam

perkawinan ini yang berhak menikahkan bertindak sebagai wali
nikah merupakan abang kandung dari calon mempelai wanita.

Tata Cara Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan

Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat
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perkawinan dilangsungkan. Perkawinan batal dimulai setelah putusan
Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak
saat berlangsungnya perkawinan.

Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai
pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara
pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai
dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sepanjang dapat
diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

1. Pengajuan Gugatan.

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada

Pengadilan Agama yang meliputi:

a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan
dilangsungkan.

b. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal
keduasuami isteri.

c. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman
suami.

d. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman
isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan,

pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang
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lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan

yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri

dari:

a. Fotocopy tanda penduduk.

b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa
pemohon benar-benar penduduk setempat.

c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang
dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak
Pemohon.

d. Kutipan akta nikah.

2. Penerimaan Perkara.

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera,

SKUM atau Surat Kuasa untuk Membayar yang di dalamnya

telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar,

lalu pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu
pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah
dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan
permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan
diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan
sidang.

3. Pemanggilan.
Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi

yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai
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disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
Panggilan selambatlambatnya sudah diterima oleh pemohon 3
(tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan
tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan
tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus
dilampiri salinan surat permohonan.
4. Persidangan.
Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan
perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan
Agama akan memutuskan unruk mengadakan sidang jika
terdapat alasanalasan seperti yang tercantum dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22
sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua
Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya
pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai
Pencatat untuk mengadakan pencatatan  pembatalan
perkawinan.
J. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami
1. Pengertian Poligami
Kata poligami terdiri dari dua kata poli dan gami. Secara etimologi,
poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya

beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki
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mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari
seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.*®

Poligami berasal dari bahasa inggris “poligamy”, dan disebut 333
«ila 330 dalam hukum Islam; yang berarti beristri lebih dari seorang
wanita. Begitu juga halnya istilah poliandri berasal dari bahasa inggris
“polyandry”, dan disebut z!35¥1 333 atau J3sil1 33 dalam hukum Islam;
yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Lalu penulis menarik
pengertian bahwa poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih
dari seorang wanita. Sedangkan poliandri adalah seorang wanita
memiliki suami lebih dari seorang pria.

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada
perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami
lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang
laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Apabila
perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran
islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam),
poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah.
Dengan demikian, meskipun dalam surat An Nisa’ ayat 3 ada
kalimat fankihu kalimat amr tersebut berfaedah kepada mubah bukan

wajib, dapat direlevansikan dengan kaedah ushul figh yang berbunyi, al-

19 Abdul Rahman Ghozali,Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 129.
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ash fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu ‘ala al-tahrim (asal dari
sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).?

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami)
mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan,
bukan saat ijab gabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga,
sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan
suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.?

2. Dasar Hukum Poligami
a. Alqur’an
Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk
poligami dasar hukumnya adalah sebagai berikut:
An-Nisa ayat 3:
D55 by o Ll G &1 il e T AR (il o Tt VT 23 )5 28 o8
NN I FE S X PR P P A
Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang vyatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada

tidak berbuat aniaya.

20 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 30.

2L Al-gamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Figh Kontemporer,
(Jakarta: Restu llahi, 2005), hal 19
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Ayat tersebut menurut Khazim Nasuha merupakan ayat
yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi
anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya
atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat.
Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil,
lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya,
karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.??

An-Nisa ayat 129:

M Eiasa 3 Ll G T b ol Thalind oy o) 5 iS58 Jiall 3K 1l
m 3 15 GIS A 346 1 1ALz v

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di
antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang
kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari
kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin
dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi
cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiel,
sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin

kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid

22 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), him. 34
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Sabig mengatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan
kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat
sebelumnya (An-Nisa: 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah
ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat
pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut
menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga,
pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papn. Suami yang
poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal
perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua ittu diluar
kemampuan manusia.?
b. Dasar Hukum Poligami di Indonesia

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)
perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut,
hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal
3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada asasnya
dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai

2 1bid, him. 35
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seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-
undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian,
sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang
mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,
maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di
daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan).
Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa
Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk
beristeri lebih dari satu jika:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan
permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan):

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
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b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak
mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk
pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Ketentuan KHI menyangkut
poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja di
dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu
diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih
dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk
mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu
berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55
KHI).

Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu
orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika
perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama,
perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56
KHI).

Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut
Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
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b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP
9/1975”), yang mengatakan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri
dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun
telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan
persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan
Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa
dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan
Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat
mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975
yang menyatakan bahwa: ”Apabila Pengadilan berpendapat bahwa
cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka
Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri

lebih dari seorang”.
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K. Alasan-Alasan Poligami dan Syarat-Syarat Poligami

1.

Alasan — Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila
dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama
telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga
dalam Bab 1X KHI Pasal 57seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;

3. lIsteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di
atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok
pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia
dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah )
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang
disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah
tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia

(mawaddah dan rahmah).
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Syarat — Syarat Poligami

Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu
berlaku adil terhadap istri istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si
suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.
Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari
pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka
perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila seorang
suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, sesuai yang
tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yaitu:

Ayat 1 : Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini,

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di

daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan agama, baru dapat memberikan ijin kepada suami
untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum sesuai dengan
persyaratan-persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Ayat 2 : Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih
dari seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
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b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan.

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan, suami harus pula
memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat
dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang menentukan:

Ayat 1 : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada

Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak
mereka.

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ayat 2 : Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal

ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-

isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar

dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau
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karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari

Hakim Pengadilan.
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